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SHARRA

GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 52 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 63
TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN ANALISIS STANDAR BELANJA

Menimbang :

Mengingat

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

. bahwa dalam rangka mewujudkan daya guna dan hasil guna

atas beban kerja, efisiensi, efektivitas, optimalisasi kerja dan
tertib administrasi atas beban kerja dan biaya di lingkungan
Pemerintah Proinsi Jawa Tengah, telah ditetapkan Peraturan
Gubernur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2019 tentang
Pedoman Analisis Standar Belanja Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah;

. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, khususnya

menindaklanjuti rekomendasi koordinasi supervise dan
pencegahan penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi
Republik Indonesia dan guna penambahan analisis standar
belanja lingkup pekerjaan umum, maka Peraturan Gubernur
sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai,
oleh karena itu perlu adanya perubahan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa
Tengah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Pedoman Analisis
Standar Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Pertauran
Negara Tahun 1950, Halaman 86-92);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

.Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);



Menetapkan :

.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5589);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

Nomor 28/PRT/M/2016 tentang Pedoman Analisis Harga
Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1166);

. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun

2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor
5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor
110);

. Peratauran Gubernur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2019

tentang Pedoman Analisis Standar Belanja Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2019 Nomor 63);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 63 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH
PROVINSI JAWA TENGAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun
2019 tentang Pedoman Analisis Standar Belanja Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 63), diubah
menjadi sebagai berikut:



1. Diantara angka 11 dan angka 12 Pasal 1 disisipkan 2 (dua) huruf baru yaitu
huruf 11a ,11b dan ditambahkan 1 (satu) angka baru yaitu angka 22,
sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

10.

11.

11a.

Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD
dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD
adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya
disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD
adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan
dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan
serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan
APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan
pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah alat
untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau belanja setiap kegiatan
yang akan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.Standar belanja adalah
besaran belanja sebagai dasar untuk menghitung besaran anggaran
belanja dalam sebuah kegiatan.

Batasan kewajaran kegiatan adalah jumlah peserta, jangka waktu
pelaksanaan serta jumlah total anggaran maksimal dan anggaran per-
orang/perhari yang disesuaikan dengan Standar Harga yang berlaku.

Batasan kewajaran untuk Kegiatan lingkup Pekerjaan Umum adalah
Standar Belanja yang dituangkan dalam Dokumen Harga Satuan Pokok
Kegiatan pada Perangkat Daerah yang membidangi pekerjaan umum.



11b

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21

.Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah

cara perhitungan yang dijabarkan dalam perkalian kebutuhan bahan
bangunan yang dijabarkan dalam perkalian kebutuhan bahan
bangunan, upah kerja dan peralatan dengan harga bangunan, standar
pengupahan pekerja dan harga sewa/beli peralatan untuk
menyelesaikan per satuan pekerjaan fisik lingkup pekerjaan umum.

Bimbingan Teknis yang selanjutnya disebut Bimtek adalah kegiatan
bimbingan/pelatihan yang bersifat teknis dalam rangka memberikan
keahlian teknis di bidang tertentu dan dilaksanakan oleh Perangkat
Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pendidikan dan Pelatihan Teknis yang selanjutnya disingkat Diklat
Teknis adalah Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan di BPSDM
untuk memberikan pengetahuan dan/atau peningkatan ketrampilan,
sehingga peserta Pendidikan dan Pelatihan Teknis mampu
melaksanakan kegiatan atau tugas serta tanggung jawabnya secara
profesional.

Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan yang selanjutnya disingkat
Diklat Kepimpinan adalah pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan
di BPSDM untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan
aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural.

Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional selanjutnya disebut Diklat
Fungsional adalah Diklat yang dilaksanakan di BPSDM untuk
memberikan pengetahuan dan/atau penguatan ketrampilan di bidang
tugas yang terkait dengan jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil (PNS),
sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara
profesional.

Sosialisasi adalah kegiatan untuk memperkenalkan program/
produk/peraturan kepada peserta melalui kegiatan tatap muka secara
langsung, yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah.

Workshop adalah kegiatan untuk memperkenalkan program/produk/
peraturan kepada pegawai atau non-pegawai melalui kegiatan tatap
muka secara langsung yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah dan
dilaksanakan di dalam daerah.

Diskusi Kelompok Terarah/Focus Group Discussion (FGD) adalah proses
pengumpulan informasi suatu masalah tertentu yang sangat spesifik
melalui diskusi kelompok yang diselenggarakan oleh Organisasi
Perangkat Daerah.

Seminar adalah suatu pertemuan sekelompok orang yang
diselenggarakan untuk membahas suatu masalah dan mencari solusi
ilmiah terhadap permasalahan tersebut yang diselenggaran oleh
Organisasi Perangkat Daerah.

Rapat Koordinasi adalah proses atau kegiatan demi mencapai satu
kesatuan antara berbagai macam pihak/OPD/Stakeholders dalam
mencapai tujuan bersama yang diselenggarakan oleh Organisasi
Perangkat Daerah.

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN
adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian
kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi
tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara
lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.



22. Kegiatan lingkup pekerjaan umum adalah Kegiatan yang dilaksanakan
dan tercantum dalam dokumen Harga Satuan Pokok Kegiatan oleh
Perangkat Daerah yang membidangi Pekerjaan Umum.

. Ketentuan Pasal 2 ditambahkan 1 (satu) huruf baru, yaitu huruf j, sehingga
keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi kegiatan di lingkungan

Pemerintah daerah yang terdiri atas:

a. Bimbingan Teknis;

b. Pelatihan Teknis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang
menangani Pengembangan Sumber Daya Manusia ASN ;

c. Pelatihan Kepemimpinan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang
menangani Pengembangan Sumber Daya Manusia ASN;

d. Pelatihan Jabatan Fungsional yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah
yang menangani Pengembangan Sumber Daya Manusia ASN;

e. Sosialisasi;

f. Workshop;

g. Diskusi Kelompok Terarah /Focus Group Discussion (FGD);
h. Seminar;

—e

Rapat Koordinasi;
j- Kegiatan Lingkup Pekerjaan Umum.

. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal baru, yaitu Pasal 4A
dan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4A

(1) Khusus ASB kegiatan lingkup pekerjaan umum yang meliputi Perangkat
Daerah yang membidangi :

a. bina marga dan cipta karya;
b. perumahan dan permukiman;dan
c. sumber daya air dan tata ruang,

mempedomani HSPK sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang
merupakan bagian tidak terpishkan dari Peraturan Gubernur ini.

(2) HSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam
masing-masing website Perangkat Daerah Lingkup PU.

. Diantara Pasal dan Pasal 5 dan pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal baru, yaitu
Pasal 5A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A
(1) HSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A dapat dilakukan
perubahan apabila:

a. terdapat penambahan jenis (item) suplemen yang belum tercantum
dalam Peraturan Gubernur ini;dan

b. perubahan harga pasar.



(2) Perubahan HSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah
dilakukan pengkajian dan ditetapkan oleh masing-masing Kepala
Perangkat Daerah yang membidangi Pekerjaan Umum.

(3) Perubahan HSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan
kepada Gubernur.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mulai
dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa
Tengah.
Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 10 Desember 2020
GUBERNUR JAWA TENGAH,
ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 10 Desember 2020

Pj.SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,
ttd

PRASETYO ARIBOWO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020 NOMOR 52
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